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ABSTRAK 

 

SURVEI KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN(PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

 
 

ANDIKA PRAYOGA 

 NIM : 01870614400 

 

Pajak bumi dan bangunan yang di singkat dengan (PBB) adalah pajak 

yang di agungkan atas tanah dan bangunan, Pajak tersebut di kenakan karena 

adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik, karena hak 

atas tanah dan bangunan yang sudah di tempatinya. Pajak bumi dan bangunan 

merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besaran pajak terutang di 

tentukan dari keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Sedangkan keadaan 

subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh seperti Sawah, Ladang, 

Kebun, Tanah, Perkarangan dan Tambang. Sedangkan untuk objek bangunan 

yaitu Rumah, Bangunan Usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar 

mewah, Kolam renang dan Jalan Tol. Subjek PBB sendiri adalah orang pribadi 

dan orang secara nyata memiliki hak atas bumi tersebut dan memperoleh hak atas 

bumi. Jadi bagi setiap orang khususnya pelaku usaha yang memperoleh hak atas 

tanah dan bangunan yang di tempatinya, berkewajiban untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. 

 

Kata kunci : survei Realisasi,Pajak Bumi dan Bangunan  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari 

segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil 

kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran 

masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak 

memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk 

kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan 

penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah 

memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self 

assessment dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan 

pajak sebelumnya, yaitu official assessment system. Sistem self assessment 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. 

Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang.  

Sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari 

masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan 

kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari 
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pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem self assessment membawa 

misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk 

membayar pajak secara suka rela. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan secara suka rela merupakan tulang punggung sistem self 

assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepatwaktu membayar dan 

melaporkan pajak tersebut (www.pajak.go.id). 

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

pemerintah daeah mempunyai wewenang terhadap suatu daerah untuk 

mengatur keuangan nya sendiri, maka pemerintah daerah di pacu untuk 

berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan dan pengeluaran dari alternatif sumber penerimaan yang 

mungkin di pungut oelh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan 

daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber 

penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembengkan sesuai 

dengan kondisi masing-masing daerah. 

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber 

daya yang memberikan kesempatan bagi peeningkatan demokrasidan 

kinerja daerah dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan 

pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

bagi masyarakat. Di samping itu juga dapat menggali potensi-potensi yang 

ada demi terciptanya tujuan dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri. 

http://www.pajak.go.id/
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Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, di tetapkan enam 

belas jenis Pajak Daerah, yang terdiri dari lima belas Pajak Provinsi dan 

sebelas Pajak Kabupaten/Kota. Diantara sebelas Pakak Kabupaten/Kota 

adalah Pajak Bumi dan Bangunan (flaszzTax 2020/06/13) Pajak Bumi dan 

Bangunan atau yang di singkat dengan PBB adalah pajak yang di 

tanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak tersebut di kenakan karena 

adanya keuntungan atau kedudukan atas Tanah dan Bangunan yang sudah di 

tempatinya. Setiap orang yanh khususnya pelaku usaha yang meemperolrh 

atas tanah dan bangunan yang di tempatinya, berkewajiaban untuk 

membayar pajak PBB setiap tahun nya.  

Jika di lihat dari sifat nya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak 

yang bersifat kebendaan. Yang berarti, besaran pajak terutang di tentukan 

dari keadaan objek yaitu bumi atau bangunan dan sedangkan keadaan subjek 

nya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi seperti 

Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Perkarangan dan Tambang. Sedangakan 

untuk objek bangunan yaitu Rumah, Bangunan Usaha, Gedung Bertingkat, 

Pusat Perbenlajaan, Pagar Mewah, Kolam Renang dan Jalan Tol. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang 

sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, 

pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu 

adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, 

artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, 
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tanah, dan atau bangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, 

maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-

undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah 

tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen 

undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. 

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber 

daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja 

daerah dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan 

pembangunan daerah dalam mewujutkan kesejahteraan dan kemakmuran 

bagi masyarakat. Disamping itu juga untuk dapat menggali potensi-potensi 

yang ada demi terciptanya tujuan dari cita-cita pembangunan nasional itu 

sendiri. 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di 

bidang perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan 

meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib 

Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk 

lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan 

perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang 

harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang 
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pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya.  

 Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) maka dibutuhkan Data Wajib Pajak maupun 

Objek Pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan Penetapan Surat 

Pemeritahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

harus terlayani dengan baik sehingga dapat mendorong para wajib pajak 

menunaikan kewajibannya dalam membayar PBB. Sistem pelayanan kepada 

wajib pajak harus terus dikembangkan dan dipermudah melalui penggunaan 

dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi waktu 

pelayanan secara signifikan.  

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan kontribusi 

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kampar  masih 

belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Hal ini 

antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan mutasi (balik nama) 

wajib pajak PBB yang belum terselenggara dengan optimal. Selain dari itu 

untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru banyak masyarakat harus 

menempuh perjalanan yang jauh, sehingga dikarenakan luasnya wilayah 

Kabupaten Kampar  maka masyarakat terkesan enggan untuk mendatangi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar  dikarenakan biaya yang 

cukup tinggi.  
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Tabel 1.1 

Wajib Pajak Yang Sudah Terdaftar 

Sudah Bayar Dan Yang Belum Bayar   Pajak Bumi Dan Bangunan  

Pada Tahun 2016 Dan Tahun 2020 

Tahun  Jumlah 

wajib pajak 

Realisasi Persentase  

2019 363.060 90.401 401,61% 

2020 373.363 95.631 390,42% 

2021 380.762 91.521 416,04% 

       Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Berdasarkan tabel di atas jumlah wajib pajak pada tahun 2019 sebanyak  

363.060 yang terealisasi sebanyak 90.401 pada tahun 2020 mengalami 

kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 373.363 dengan realisasi sebanyak 

95.631 dan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak meningkat lagi sebanyak 

380.762 yang terealisasi sebanyak 91.521. meningkat nya jumlah wajib dari 

tahun ke tahun tidak menjamin seluruh wajib pajak membayar pajak seperti 

tabel di atas 1.1 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kampar pada 

tahun atau periode 2019-2021 pada umum nya telah efektif dengan jumlah 

wajib yang perkembangan nya terus meningkat. Hal ini di sebabkan oleh 

kinerja aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah mampu 

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan penilaian atas 

sejumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bertambah jumblah subjek dan 

objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar dan di situ juga 

tinggi nya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya. 

Pada tahun 2019-2021 masih belum dapat mencapai target realisasi dan 

cenderung menurun. Sehingga kontribusi pendapatan pajak bumi dan 
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bangunan yang di berikan kepada BAPENDA masih kurang pada priode 

2019-2021, dengan meningkat nya jumlah wajib pajak konribusi pajak bumi 

dan bangunan dari masyarakat untuk BAPENDA seharusnya ada 

perkembangan dari tahun 2019-2021. Hal ini disebabkan kurang nya kreasi, 

inovasi, dan promosi serta ketelitian pendapatan sumber-sumber daya yang 

memungkinkan terjadi nya penerimaan kas daerah yang mengakibatkan 

sumber-sumber pendapatan daerah belum dapat memenuhi target.  

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam 

meningkatkan asli daerah dan harus mencapai target dari tahun ke tahun. 

Dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, pemrintah tentu 

mendapatkan hambatan atau permasalahan seperti kurang nya kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak sehingga wajib pajak yang membayar 

pajak lewat dari tanggal jatuh tempo, bahkan menunggak atau pun tidak 

membayar pajak.  

Banyak nya wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan 

bangunan, dari situlah target Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kampar 

tidak tercapai dari tahun ke tahun nya. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar 

perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk dapat 

mencari solusi dari permasalahan yang ada maka sebelum nya harus 

mencari tau apa faktor penyebab terjadi ketidakpatuhan membayar pajak 

bumi dan bangunan. Oleh karena itu, supaya sistem Self Assessment dapat 

berjalan sebagai mana fungsinya, maka harus dikenakan sanksi.  
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Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul :   

‘’SURVEI KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR”.  

1.6 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas 

adalah :   

1. Bagaimana perkembangan kontribusi Realisasi pendapatan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar? 

2. Apa hambatan dalam perkembangan kontribusi pendapatan Pajak 

Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar ?  

1.7 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.7.1 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam Pajak Bumi dan 

Bangunan serta apa saja yang di lakukan  pada kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pendapatan wajib pajak bumi 

dan bangunan dalam mencapai target dan realisasi pada kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
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1.7.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui target 

realisasi wajib pajak yang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar.  

b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, sebagai 

informasi tambahan  dan masukan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Penerapan target 

realisasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar di masa yang akan datang.  

c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi 

DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami penetapan target 

realisasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar, beralamat  JL. Prof M Yamin Sh No. 83 Bangkinang 

1.8.2 Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 01 Sep s/d selesai 2021 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
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1.8.3 Jenis Data 

a. Data Primer  

Menurut Suharsimi (2011:158)data primer merupakan data 

yang di peroleh secara langsung dari narasumber yaitu orang 

yang memberikan informasi wawancara atau interview. 

b. Data Sekunder 

Menurut Suharsimi (2011:159) data skunder merupakan data 

yang di peroleh secara tidak langsung dari dokumen atau catatan 

arsip. 

1.8.4 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Merupakan pengamatan secara langsung di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

b. Wawancara atau interview 

Wawancara atau interview adalah tanya jawab antara 

penulis dan narasumber yang ada di instansi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar mengenai permasalahan yang di 

teliti 

c. Dokumentasi  

Merupakan pengambilan atau pemanfaatan data-data yang 

ada di isntansi, data-data tersebut di dapat dari arsip-arsip atau 

dokumen-dokumen yang ada di instansi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 
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1.8.5 Analisis Data 

Mengunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah 

didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan 

tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.     

1.9 Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan, Penulis menyajikan sistematika 

penulisan ini atas beberapa bagian yaitu: 

BAB I    :     PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang 

Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II    :    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi 

penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

sejarah singkat kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar, struktur organisasi, uraian tugas 

dan misi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar 

 BAB III   :   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Pada bab ini merupakan telaah pustaka.  Dalam bab ini 

akan di uraikan tentang  pengertian pajak. 

 



12 
 

 BAB IV   :   PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran. Di kemukakan atas 

dasarpenelitian yang telah di lakukan 

 DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya 

disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri 

Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas 

Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 

1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut  

a Kepala Dinas 

  

b Seksi Tata Usaha 

 

c Seksi pajak dan retribusi 

 

d Seksi IPEDA 

 

e Seksi Operasi/Penagihan 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-

101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 

Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

 

2. Sub Bagian Tata Usaha 
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3. Seksi Pajak 

 

4. Seksi Retribusi 

 

5. Seksi IPEDA 

 

6. Seksi Pendapatan Lain-lain 

 
Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

 

3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

 

4. Seksi Penetapan 

 

5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

 

6. Seksi Penagihan 

 

7. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 



15 
 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program 

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

6. Sub Dinas Penagihan 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

9. Kelompok Fungsional 

 

Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi ( BAPENDA ) 

Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang. 

2.5 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar 

 

a. Visi 

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu 

“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan 

Proporsional Tahun 2022”. 

b. Misi 

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah  

Kampar mengemban beberapa misi: 



16 
 

1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan 

SDM Aparatur Berkualitas. 

2. Mengenbangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan 

Pendapatan Daerah . 

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi 

Kewajibannya Selaku Wajib Pajak. 

2.6 Uraian Tugas 

Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan  

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 

administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 

administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan 

menatausahakan kegiatan lainnya. 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat 

menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan 
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dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja 

dan kesejahteraan pegawai. 

b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun 

anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris 

dalam melaksanakan perencanaan dan data. 

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan 

Daerah. 

a. Sub. Bidang Pendapatan 

 

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala 

Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi. 

b. Sub. Bidang Pendaftaran 

Sub BidangPendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub 
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Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi. 

4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan 

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan 

Daerah. 

a. Sub. Bidang Perhitungan 

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi 

dan koordinasi penghitungan. 

b. Sub. Bidang Penetapan 

 
Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan 

koordinasi penetapan. 

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan  

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. 

a. Sub. Bidang Penagihan 

 

Sub BidangPenagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi penagihan. 
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b. Sub. Bidang Keberatan 
 

Sub BidangKeberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi keberatan. 

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 
 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. 

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana 

Transfer. 

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

c. Sub. Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, 

serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. 
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2.7 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai survei kontribusi realisasi 

pendapatan pajak bumi dan bangunan pada badan daerah kabupaten kampar 

1.  Penerimaan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah 

kabupaten kampar dari tahun 2019-2021 pada umum nya telah efektif 

tetapi target yang di tetapkan pemerintah belum mencapai target yang 

telah di tetapkan meskipun jumlah subjek dan objek pajak nya bertambah 

karena ini disebabkan karena kurang nya tingkat kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak. oleh karena itu belum ada perkembangan 

kontribusi yang di berikan pajak bumi dan bangunan untuk badan 

pendapatan daerah kabupaten kampar. 

2. Dari data di atas masih banyak nya wajib pajak yang tidak membayar 

pajak karena kelalaian dan menganggap remeh yang nama nya pajak,dari 

kelalain masyarakat sehingga target yang telah di tetapkan tidak tercapai 

dari 2019-2021 

3. Kontribusi yang di berikan pajak bumi dan bangunan pada badan 

pendapatn daerah kabupaten kampar masih kurang pada setiap tahun 

yang di teliti. Kurang nya kontribusi ini di karenakan pengoptimalan 

pajak bumi dan bangunan belum maksimal. Masih ada objek dan subjek 

pajak yang belum jelas dan beberapa wajib pajak yang belum 

melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunan nya kepada badan 

pendapatan daerah kabupaten kampar 
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Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi 

Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah: 

1. Kesadaran wajib pajak 

2. Perilaku petugas wajib pajak 

3. Individu atau ekonomi 

4. Sanksi atau denda 

Kendala-kendala yang di hadapi oleh badan pendapatan daerah kabupaten 

kampar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antara nya adalah: 

1. Lokasi nya jauh 

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak 

3. Asih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak setelah 

membangun bangunan contoh seperti ruko dan lain-lain nya 

4. Masih ada nya wajib pajak yang belum melaporkan pajak bumi dan 

bangunan nya pada badan pendapatan daerah kabupaten kampar 

4.2  SARAN 

Adapun saran dari penulis dan pegawai atau staff bapenda kabupaten 

kampar adalah: 

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang 

hendaknya di lakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh 

masyarakat mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah. 

2. Pelaksanaan pendapatan ke lapangan terhadap objek maupun subjek 

pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar di 

lakukan secara teratur  
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3. Menindak wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan atau tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakan nya dengan baik  

4. Agar para pegawai atau staff dapat mempertahankan kemampuan dan 

kinerjanya yang produktif  dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga 

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah melebihi target dapat 

terlaksana seterusnya dangan baik  

5. Hasil dari penerimaan tersebut hendaknya di gunakan  tepat sasaran 

unutk pelayanan dan kepentingan masyarakat 

6. Memberi hadiah atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh 

terhadapa kewajiban perpajakannya, dengan itu wajib pajak yang 

termotivasi untuk membayar pajak sehingga bisa meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak nya. 
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